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KEPUTUSAN KEPALA DESA .......
NOMOR ………………………

TENTANG

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI 

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DESA ........... KECAMATAN ...............
TAHUN 2017.
KEPALA DESA ........................,

Menimbang

:
a.
bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa …………. Kecamatan ……………….. Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, maka memandang perlu untuk menetapkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan  Pembangunan Sarana/Prasarana  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa ………….. Kecamatan .………….. Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ………….. tentang Penetapan Jenis Kegiatan dan Lokasi Pembangunan Sarana/Prasarana  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa ………….. Kecamatan ………….. Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

	i. Mengingat
	1. :
	1. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010);

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor  …….. Tahun 2016 tentang  Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

18. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor ………./………. Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun ..............



Memperhatihan
:
Hasil Musyawarah Desa tanggal .............. tentang...............
MEMUTUSKAN  :

Menetapkan
:

KESATU
:
Menetapkan jenis kegiatan dan lokasi Pembangunan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa …………. Kecamatan …………… Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA
:
Penetapan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

KETIGA
:
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017.
KEEMPAT
: 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
 ............................
pada tanggal
 ............................

Kepala Desa ………………..
SLAMET
*
untuk disi

Lampiran

Keputusan Kepala Desa ……
Nomor  
:
..……………….….

Tanggal
:
....………………...
PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DESA .......... KECAMATAN ................ TAHUN 2017.
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SLAMET
FORM. II.8








